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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR (S TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POEKOK DAN FUNGSI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

WALIROTA PADARG,

Memimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Momer 14 Tabun 2012, perlu menetapkan Peraturan
Waliknta tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.

Mengingat : 1. IUndang-Undang Nomor & Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dasirah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daecrah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 18956

Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentanpg Polole-Polook
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 59,
Tambahkan Lembaran Nepara Nomor 3041) sebagmimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1959
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Paerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
schagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran MNegara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nepara Nomar

4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundanpg-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinglkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomar 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawal Negerl Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tammbahan Lembaran Negara Nomor 4263) schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 {Lembaran Nepara Tahun 2009 Nomopr 164};



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomeor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahun Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tarmmbahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Y. Peraturan Pemerintah Nomar 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratursn Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

ll.Kepulusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menter: Dalam Negeri Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintzh Nomor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan
Peraluran Pemecrintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawal Negen Simii;

12. Peraturan Daerah Xota Padang Nomor 04 Talun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomaor 04);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang PFembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 14), scbagaimana
telah dinbah dengan Peraturan Daerah Kula Padang Nomor
14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).

MEMUTUEEKAN

Menctapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POHOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

I. Daerah adalah Kota Padang;

2. Walikota adalah Walikota Fadang;

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Padang;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang;
Sekretaris adalah Sekretaris pads Dinas Kebudayaan dan Pariwisaty;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata’
Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kcbudayaan dan
Pariwisata;

Kepala Seksi adalah Kepala Scksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
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BAEB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari °

a,

Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

=

(1)

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Program dan Pengembangan, terditi dari :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;

2. Selesi Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Seni dan Budaya, terdiri dari :

1. eksi1 Pelestarian Budaya;

2. Seksi Pembinaan Seni.

Bidang Objek dan Sarana Wisata, Lerdiri dari :
1, Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
2. Scksi Pembinaan Usaha Pariwisata.

Bidang Pemasaran, terdiri dari ;

1. Seksi Promosi dan Kerjasama;

2. Seksi Pelayanan Informasi.

EAR III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan
urusan kebuduayanan dan pariwisata dan tugas pembantuan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebudayaan dan
paniwisata berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tingg,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas mcmpunyai fungsi :

£l

tenyusun  kebijakan teknis  bidang Kebudayaan dan Pariwisata
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas melalui sistem yang kondusif®
merumuskan sasaran kebijakan tcknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian
kebudayaan dan pariwisata yang berknalitas, berhasil dan berdaya guna;
merumusikan program Kerja Dinas kebudayaan dan pariwisata berdasarkan
keteintuan peraturan perundasng-undangan agar penyelenggaraan urusan
kebudayaan dan pariwisata dapat terukur secara tepat dan optimal;
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata
dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijalkkan dengan
bail;

mengendalikan penyelenggaraan urusen kebudayaan dan pariwisata
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagal bentuk
upaya menjaga mutu dan efisiens: kebudayaan dan pariwisata;

membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kebudayvaan dan
panmsata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
pencapaisn hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisicnt dan efektif;



(1]

(2)

(3)

(1)

2]

(3)

g- mengurabhkan penyelenggaraan urusan kebudayasn dan pariwisata
berdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan demi tercapainya
pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

h. menyelenggarakan wurusan kebudayaan dan parisata  dan tugas
pembantuan  meliputi  manajemen, penelitian  dan  pengembangan,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanpgan demi tervjudnva
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;

L. mengevaluasi penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangsn guna mengetahui
keberhasilan pelaksanaan tugus secara komprehensif;

j» melaporkan penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata secara
periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
bentuk akuntabilitas kinenja;

k. pengguna anggaran dinas:;

pengguna barang dinas; dan

m. melaksanakan tngas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugns dan fungsinya.

|_l

BRagian Kcdua
Sekretariat
Pasal 4

Sckretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sckretariat mempunyai tugas  membantu  Kepala Dinas dalam
menyelengarakan admimnistrasi kepada seluruh  satuan  organisasi di
lingkungan Dinas yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan,
kepepawaan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi
dan pclaporan.

Untuk menyelengegarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2},
Sekretariat mempunyai flungsi -

a. mengkoordinir penyusunan administrasi umum dan urusan rumah tanpga
dinas, perlengkapan dan  peralatan, kepegawaian, kechumasan,
dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan serta evaluasi pelaksanaan
tuegas Dinas;

b. mengkoordinir penyelenggaraan fungsi tata usaha kewangan Dinas:

c. mengkoordinit perencanaan dan program serta Kegiatan Dinas;

d. menyelenggarakan pengkajian perencunzan dan program kesekretariatan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. meningkatkan sumber daya manusia berdasarkan keientuan peraturan

perundang-unduangan;

mcmbuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;

melaksanakan tugas kedinasun lain yang diberikan oleh atasan scsuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5

Sub Bagian Umum dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian vang dalam
mclaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretoris melaksanskan
urusan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah
tarigga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah :
a. menyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan;
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rmengelola surat masuk dan surat keluar;

mengelola kearsipan;

mengelola administrasi kepegawaian;

melaksanakan urusan humas;

melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan
penyimpanan, pendistribusian;

melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;

. membusat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umurm;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denpan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 6

(1) Sub Bagian Kcuangan dipimpin oleh secorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangpung jawab kepada
Sekreians.

(2) Sub Bagian Keuangun mempunyai tugas membantu Schkretaris melaksanakan
pengeloalaan kevangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran
pendapatan dan  belanja dinas, venfikasi, perbendaharsan, pcnyusunan,
pertanggung jawaban kecuangan dinas:

[3) Pemabaran tupas Sub Bagian Keuangan scbagaimana dimalkcsud pada ayat (2)
adalah :

el.

b,

C.

il.

k.

.

meityusur  program dan  rencana keuangan  berdasarlkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;

menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran nang persediaan, surat
perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan
uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta
penghasilan lainnya;

melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;

mempersiapkan bahan pertangpung jawaban dan menyiapkan laporan
keuangan;

menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlalku;

menyusun laporan bhulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesual dengan
ketentuan dan peraturan yang berlakuy;

. menyusun anpgaran dan pendapatan belanja dinas;

mengkoordinir pengadministrasian  helanja tidalk langsunpg dan belanja
langsung;

melaksanakan pembinsan dan pengendalian bendsharawan penerima dan
bendaharawan pengeluaran,

melakukan vernikas) anpgaran pendapatan dan belanmja dinsy;

membuat dan menyiapkan laporan pertanggungiawaban keuangan atau
anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anpgaran;

m.melakukan pencatatan dan pelaporan harian penerimasan daerah;

Il.

O.

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan;
melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuat

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketipga
Bidanpg Program dan Pengembangan
Pasal 7

(1] Bidang Program dan Pengembangan dipimpin oich scorang kKepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.



(2] Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

di

bidang program dan penpgembangan kcbudayaan dan pariwisata serta

menyusun rencana kerja dan program Dinas.

(3] Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Frograin dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a.
L.

mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
menyelenggarakan pengkajian di bidang kebudayaan dan pariwisata serta
penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan angparan dan/atau
program dan kegiatan Dinas;

. mengkoordinasikan  penyiapan bahan penetapan kebijakan di bidang

program dan pengembangan Kebudavaan dan Pariwisata berdasarkan
ketentwan peraturan perundang-undangan:

- mengevahiasi  program dan  kegiatan pembangunan pariwisata serta

membuat rumusan saran penyesuaian;

. menyelenggarakan  kerjasama internasional pengembangan  destinasi

pariwisata skala kota;

menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
koia;

menyclenggarakan monitoring dan evaluas pengembangan pariwisata skala
kota;

- menyelenggarakan penghimpunan dan membual lapnran pelaksanaan tugas

bulanan dan tahunan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanasn lugas Bidang Program dan
Pengembangan;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya,

Parapgraf 1
Seksi Pendataan dan Perencanpaan

Pasal 8

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Program dan Pengembangan.

(2] Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
dalam melakukan pendataan dan pengumpulan data di bidang kebudayaan dan
kepariwisataan, melakukan analisis dan mengolah data statistik kebudayaan
dan kepariwisalzan untuk penyusunan rencana, penviapan bahan perunmusan
rencana dan program kebudayaan dan pariwisata.

[3) Penjnbaran tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah :

d.

b,

d.

=,

menyusun rencana kerja dan anggaran dan/ataun program dan kepiatan
Scksi Pendataan dan Perencanaan;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijalan teknis kegiatan
pendataan dan perencanaan di bidang kebudayaan dan pariwisata
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:

melaksanakan penghimpunan, mengolah, dan menganalisis data di bidang
kebudayaan dan kepariwisataan untuk penyusunan program Dinas;
menylapkan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta program dan
kegiatan Dinas;

menylapkan bahan perumusan kebijakan  terkait Rencana [nduk
Pengembangsn Kebudayaan skala kota;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan lerkait Rencana Indulk
Pengembangan Panwisata;

menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi
panwisata skala kota;

. melaksanakan  pemantauan dan  membunat evaluasi  serta  laporan

pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan;



1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 9

(1} Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dun bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Program dan Pengembeangan,

{2} Seks] Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
melaksanakan cvaluasi dan pelaporan atas perkembangan program  dan
keglatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

{3} Penjabaran tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah :

a. rmenyusun rencana kerja dan anggaran dan/atan program dan kegiatan
seksi pendataan dan perencanaan;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebfjakan teknis, pembinaan
dan prlaksanaan kebijjakan evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan pemantavan dan evaluasi program pembangunan  dan
pengembangan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta membuat
TUTTIISAN SAran penyesiiaian:

d. menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan tugas bulanan dan
tahunan dinas herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. membuat cvaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi evaluasi dan
pelaporan;

[. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya,

Bagian Keempat
Bidang Seni dan Budaya
Pasal 10

(1) Bidang Seni dan Budaya dipimpin oleh secorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnys berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2] Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
penyelenggaraan penyiapan penelapan kebijakan di bidang kebudayaan, tradisi,
perfilman, kescnian, scjarah dan purbakala, pembinaan, pelaksanaan dan
pelestanan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Senl dan Budaya mempunyal flungsi ;

a. mengkoordinasikan pcnyusunan rencana kerja dan anggaran dan/atau
program dan kegiatan di bidang kebudayasn, tradisi, perfilman, kesenian,
sejareh dan purbakals;

b. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang
kebudayaan, lradisi, perfilman, kesemnian, sejarah dan purbakala;

c. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan di bidang kebudayaan, tradisi,
perfman, kesenian, sejarah dan purbakala  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. mengkaji dan menganalisa data potensi Kesemnan dan kebudayaan daerah
minangkabau serta melakukan pengawasan terhadap perkembangan seni
dan budaya dacrah minangkabau di keta padang;

. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidanp kebadayaan, iradisi,
perfiman, kesenian, sejarah dan purbakala:

[. memberikan pelayanan, pengawasan dan pemarntauan dalam hal pembinaan
di bidang kebudavaan, Iradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;



g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan,
tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pelestarian Budayn
Pasal 11

(1) Seksi Pelestarian Budaya dipimpin oleh seprang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Seni dan Budaya.

(2) Seksi Pelestarian Budaya mempunyai tugas membarntu membinty Kepala
Bidang melaksanakan dan menjalin kefusama denpen lembaga-lembaga terkait
di bwdang kebudayaan, tradisi, scjarah dan purbakala serta melakukan
pengawasan dan pengembangan nilai budaya, tradisi, sgjurah dalam rangka
pelestarian budaya.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pelestarian Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah:

a.menyusun rencana kerja dan anggaran dan/alau program dan kegiatan Seksi
Pelestarian Budaya;

b.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan
pembinaan dan pelaksanazan kebijakan di bidang kebudayaan, tradisi, scjarah
dan purbakala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢, melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penetapan
keljjakan mengenat perlindungan Hak Kekayasn Intelekmal (HKI), kriteria
ststern pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa
dan kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan, pengembangan sumber daya
manusia kebudayaan skala kota, penclitian kcbudayaan, pelaksanaan
rancangan Indul Penelitian Arkeologi Nasional berkoordinasi denpan Badan
Arleolog

d.melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkai bahan penctapan
kebijakan di bidang penanaman nilai-nilal tradisi, pembinaan karskter dan
budi pckertd bangsa, serta pembinaan terhadap lembaga kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembapa adal skala kota;

e.meleksanakan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penetapan
kebyakan di bidang pentulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah,
pemahaman sejareh nasional, sejarah wilayah, scjarah lokal dan scjarah
kebudayaan daerah, inventarisasi dan dokumentasi sumber se¢jarah dan
publikas: sejarah, pembenan penghargaan tokoh yang benasa terhadap
pengembangan scjarah, data base dan sistem informasi geografi sejarah,
koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota, dan penyelenggaraan
diklat lMdang sejarah skala keota;

f. melaksanakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional skala
kota;

g menctapkan  BCB/situs dan  penerapan  kebijakan  perlindungan,
pemeliharaan, dan pemanlzalan BCB/situs skala kola;

h.menerapakan pcdoman pendirian registrasi  koleksi, penambahan dan
penyelamatan koleksi serta pemanfaatan museum;

i. menerapakan pedoman penelitian arkeologi;

j. menerapakan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota;

k.melaksanakan pendataan dan pemeliharaan aset di bidang kebudayaan,
tradisi, sejarah dan purbakala dan/atau museum yang dijadilkan schagai daya
tarik di bidang pariwisata;

l. mengadakan kerjasama dengan lemmbaga adat yang saral denpgan nils budaya
dan agama;

m. menganalisa dan membuota crganisasi lembaga adat dan sulka daerah yang
notensial dalam melesrarilean sebagat asset pengembangan kepariwisataan;

n.menggali dan mengembanglcan nilai budaya yang sesuai nilai agama dan adat
dalam rangka mewujudkan masyarakal kota yang bnggr pemahamannya dan
pengamalannya terhadap agama dan budaya:



o.membantu pembangunan pisik dan nen pisik, sarana dan prasarana lembaga
adat dan budaya untuk mendukung propram Pemerintah Kota Padang di
sektor Pariwisata dan kebudaysan dengan sistim kembali ke Napgart dan
kembah ke Surau;

p.mclaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan
menumbuiikembanglkan nilai budaya dan agama;

q.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanasn  kegiatan  di bidang
kebudayaan, tradisi, sejarah dan purbakala;

r. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepgiatan di bidang kebudayaan,
trachsi, sejarah dan purbakala;

s.menggelar pelaksanaan acaru ragam budaya yang bekerja sama dengan
arganisas yang ada;

t. menciptakan paket atraksi budaya yang lerqjadwal untuk menarik wisatawan
asing dan domestik;

u. membunt evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian Budaya;

v.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsimya.

Paragrafl 2
Eeksi Pembinaan Seni
Pasal 12

(1} Seksi Pembinaan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Seni dan Budsaya.

[2) Seksi Pembinaan Seni mempunyai tugas membantiu Kepala Bidang Seni dan
Budaya dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
melaksanskan tugas bidang seni dan perfilman serta pembinaan Seni
khususnya Minangkabau dan Perfilman.

{3) Pentabaran tugas Scksi Pembinaan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
adalah;

4. menyusun rencana Kerja dan anggaran dan/atay program dan kepiatan
Seksi Pembinaan Seni;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan
pembinaan scrta pelaltsanaan kebijakan seni dan perfilman berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. melaksunakan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan
penetapan Kebijakan mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan
penerunaan delegasi asing di bidang kesenian, apresiasi seni tradisional dan
nont tradisional, serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan
kesenian skala kota;

d. menyiapkan bahan rckomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka
kerjasama dengan luar negeri;

e. menylapkan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan
festival, pameran dan lomba kesenian skala kota;

f. penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bidang kesenian skala kota;

g. menyiapkan bahan pemberian penghargaan kepada Scniman yang telah
berjasa kepada bangsa dan negara skala kota;

h. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota;

. menerapkan dan melaksanakan prosedur perawatan dan pengamanan aset
atau benda kesenian (karyva seni) skala kota;

J. melaksanakan pembentukan dan/atau mengelola pusat kesenian skala kota;

k. melaksinakan  kebijakan nasional/provinsi dan menyviapkan bahan
penetapan kebpakan mengenal operasional perfilman, standansasi profesi
dan teknclogi perfilinan, kerjasama dengan luar negeri di bidang perfilman,
serta standarisasi peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota;

. menyiapkann bahan rekomendasi izin usaha lerhadap pembuatan film oleh
Tim Asing skala kota;

m. pengawasan dan pendataan lm dan rekaman video yang Dberedar,
perusahaan persewadan dan penjualan rekaman video serta kepiatan evaluasi,
dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota;



(1)

(2]

(3)

(1)

. mendata grup-grup kesenian dan mendistribusilcan kegiatan kesenian dalam
rangka pembinaan seni vang bernilai budaya;

o. menganalisa nilai seni yang berkembang di Kota Padang sebagai aset wisata;

p. menggali dan mengembangkan kesenian daerah serta membudayakan
kesenian daerah sesuai tuntutan dan kebutuhan warga Kota Padang;

g membina kesenian di lingkungan masyarakat melalui pendidikan dan
pelatihan formal dan informal;

r. mendorong terciptanya produk-produk atraksi yang bemilai seni dan
berdaya saing tinggi di kalangan masyaralkar;

5. membina organisasi grup/sanggar seni budaya minangkabau sesuai dengan
nilai agama dan budaya;

t. mengadaken kerjasama dengan orpanisasi terkait group-group kesenian
dalam rangka menumbuh kembanpkan kesenian daerah scrta hiburan-
hiburan lainnya di kota padang;

u. menggelar dan mengikuti ivent kesenian daerah serta permainan anak nagari
dalam dan luar daerah serta di dalam dan luar negeri untuk lebih
memolivas: group dan sanggar yang ada di kota padang;

v. melaksanakan monitoring dan membuat evaluasti kegiatan pengembangan
seni dan perfilman serta laporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan seni:

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai denpan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidanp Objelk dan Sarnna Wisata
Pasal 13

Bidang Objelk dan Sarana Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala [hnas.

Bidang Objek dan SBarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

menyclenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha di

bidang pariwisata serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di objek

WHSHLZL

Untuk melaksanakan tugns sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Cbjek

dan Sarana Wisata mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan penyiapan rencana kerja dan anggaran dan/atau
program dan kegiatan bidang objek dan sarana wisata;

b. menylapkan bahan perumusan kebijakan leknis di bidang objek dan sarans
wisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyelenggaralcan pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serts
penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;

d. menyelenpggarakan kebijjakan nasional dan provinsi serla penetapan
kelnjakan dalam pembinean ussha dan penvelenggaraan usaha partwisata

skala kota;
e. melakukan pengawasan, dan pemeliharaan objek wisata serta sarana dan

prasarana yang ada di objck wisata!

f. menyelenggarakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota;

g. menyelenggarakan monitoring dan pembuatan cvaluasi dan laporan
pelaksanaan tugas bidang objek dan sarana wisata,

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yung diberikan cieh atassn sesuai
dengan tupas dan fungsinva,

Paragraf 1
Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
Pasal 14

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata dipimpin cleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan iugasnya berada di bawah dan bertanggung jawah kepada

Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata.,



(2) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai lugas membantu Kepala Bidang
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan
sarana dan prasarana yang ada di objek wisata,

(3} Penjabaran tugas Scksi Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimalksud
pada ayat {2) adalah ;

=

b.

menyusun rencanas kerja den anggaran dan/atau program dan kegiatan
Scksi Objck dan Daya Tarik Wisata,

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan
pembinaan  dan  pelaksanaasn kehijakan penpembangan sarana  dan
prasarana objck dan daya tarik wisata berdasarkan ketentuan peraturan
perundanp-undangan;

melakukan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada
di objek wisata,;

pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota:
melakukan pengawasan dan evaluasi pengelolaan objek wisata;

membuat laporan kemajuan pengelolaan objek wisala serta perkembangan
aljel dan dayi tanlc wisata;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Objek dan Daya
Tank Wisata;

melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Scksi Pembinaan Usaha Pariwisata
Pasal 15

(1} Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yvang
dalam melaksanakan lugasnya berada di bawah don bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Objck dan Daya Tarik Wisata,

(2) Seks1 Pembinaan Usaha Panwisata mempunyal tugas membantu Kepala Bidang
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha di bidang
pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya
tarik wisala, usaha sarana wisati, serla usaha pariwisata lainnya.

(3} Penjabaran tugas Scksi Pembinaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimalksud
pada ayat 2) adalah :

.

b.

T

-t |

h.

mcenyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan
seksi pembinaan usaha pariwisata;

mclaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegatan
pembinaan usaha-usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan
pernindang-undangan;

pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penectapan kebijakan kota
padang dalam penerapan standansasi usaha-usaha pariwisata;

pelaksansan kebijalian nasionsl/provinsi serta penetapan kebijukan dalam
pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota;
melakukan inventarisasi usaha-usaha pariwisata,

melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan usaha pariwisata;
melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis perizinan usaha
pariwisata;

melaksanakan pelatihan dan penvuluhan terhadap pelaku pariwisata;
membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan usaha
pariwisala,

melaksanakan tugns kedinasan lain yang dibenksn oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pemasaran
Pasal 16

(1) Bidang Pemasaran dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang dslam
meliksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas,



(2) Bidang Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyclenggarakan tugas di bidang pemasaran Kepariwisalaan yang mencakup
penjualan produk-produk wisata Kota Padang, bekerjasama dengan pelaku-
peliku wisata dan Industri Pariwisata serta memberikan pelayanan informasi
kepada Wisatawan yang datang ke Kota Padang bailc Wisatawan Nusantara
maupun Wisatawan Luar Negeri;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pemasaran mempunyai fungsi ;

a. mengkoordinasikan penyusunaen rencana kerja dan anggaran dan/atau
program dan kepiatan Bidang Pemasaran;

. menylapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemtinaan dan
pelaksanaan kebijzkan Bidang Pemasaran berdasarkan ketentian peraturan
perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan penyiapan bahan penctapan dan pelaksanasn pedoman
perencanaan pemasaran  skala kota, partisipasi dan penyclenggaraan
pameran/event budaya dan pariwisala skala kota, penyelenggaraan widya
wisata skala kota. kerjasama pemasaran skala kota;

d. menyelengparakan promosi skala kota yang meliputi penyelenggaraan widya
wisata scrta mengirim dan menerima  peserta  grup widya wisata,
penyelenggaraan  pameran/event, roadshow bekerja  sama dengan
pemenintah /provinsi, pengadaan sarana  pemasaran, pembentukan
perwakilan kanter promosi pariwisata atau Badan Promosi Pariwisals Daerah
(BFFD)), penyediaan infomasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi
pariwisata provinsi dan pembkentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;

¢. menyelenggarakan event promesi di lnar negeri dengan dan/atau di bawah
koordinasi pemerintah dan provinsi;

f. menyclenggarakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisats
skala kota;

g. menyclenggarakan penerapan branding pariwisata nasional dan penyiapan
bahan penetapan fugline pariwisata skala kota:

h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku wisata dalam rangka memasarkan
wisata yang ada di Kota Padang, serta berkoordinasi dengan Bidang-bidang
vang lain di linglungan Dinas;

. melaksanakan koordinasi dengen instansi terkait bajk di itngkungan
Pemenniah Kota Padang, Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Departemen;

J. mclaksanakan kegiatan promosi wisata di dalam maupun luar negeri melalui
event-cvent wisata;

k. memberikan pclayanan informasi wisata kepada Wisatawan Nusantara

maupun Wisatawan Luar Negeri.

Mermbuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

[
a

Paragraf 1
Seksi Promosi Dan Kerjasama
Pasal 17

(1) Scksi Promosi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemasaran,

(2] Seksl Promos] dan Kerjasama mempunyal tugas membantu Kepala Bidang
melaksanakan kegiatan secara sistematis untuk promosi wisata dan kerjasama.

{3) Perincian tugas Seksi Promeosi dan Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada

avat (2) adaiah :
4. menyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan

Seksi Promosi dan kerjasama;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan
pembinaan dan pelaksanaan kebijakan promosi dan kerjasama berdasarkan
ketenluan peraturan perundang-undangan;



e

melaksanakan promosi pariwisata skala kota yang meliputi penyelenggaraan
widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata,
penyelengparaan  pameran/event, roadshow bekerja sama dengan
pemerintah/provinsi, pengadaan sarana pemasaran, penvelenpgaraan event
promasi di luar negeri dengan dan/atau di bawah koordinasi pemerintah dan
provinst;

melaksanakan tugas-tugas penjualan produk wisate dalam Kegiatan
promosi wisata, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait baik
tingkat daerah, propinsi dan pussi serta pelaku industri pariwisata;
melaksanakan urusan perencanaan promoesi wisata dan kerjasama dengan
industri pariwisats;

melaksanakan pembuatan bahan-bahan promosi wisata;

menyelenggarakan kegiatan kemunikasi dalam segala bentuk dalam rangka
membantu upaya penjualan dan koordinasi dengan instansi terkait baik di
tingkat daerah, propinsi maupun tingkat pusat:

mengikuti atau mengadakan event-event promosi wisata baik dalam men pur
luar negeri;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinva.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Informasi
Pasal 18

(1) Seksi Pelayanan Informasi dipimpin olech scorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangpung jawab kepada Kepala
Bidang Pemasaran.

(2} Seksi Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas mcmbantu Kepala Bidang
mengumpulkan dan menvusun bahan pembinaan, bahan laporan serta
pengembangan pelayanan dan informasi kepada wisatawen, masyarakat dan
pelaku wisata seris intitusi lain yang membutuhkan,

Penjabaran tugas Seksi Pelayanan dan Informasi scbagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) adalah :

.,

h.

menyusun rencana kerja dan anggaran serta program dan kegiatan Seksi
Felavanan dan Informasi;

meiaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan kebjjakan dalam bidang pelayanan dan  informasi
berdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan:

mernfasilitasi  pelaksanaan pembentukan dan  dukungan administrast
perwakilan kantor promost pariwisata atau Badan Promosi Pariwisala
Daerah {BPPD);

penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata
provinst dan pembenlukan pusat pelayvanan informasi pariwisata;
melaksanakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
melaksanalktan pencrapan branding pariwisata nasional dan penyiapan
bahan penctapan tagline pariwisata skala loota;

mempersiapkan bahan-bahan untuk pelayanan informasi wisata;
melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan informasi dan
pemberian jasa informasi wisata;

mcembuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Selssi Pelayanun dan
Informasi;

melaksanakan tupas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dun fungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.,

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota 1mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Desomber 2o

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Oesomber 2017

SEKRETARIS DAE KOTA PADANG

bina Utama Muda
NIP. 18541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 1T



